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ABSTRAK

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang
lain pada umunya (yang seusia). Menurut World Organization Health stunting adalah suatu
kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat infeksi berulang dan kurangnya gizi pada
1000 hari pertama kehidupan dalam hidup seorang anak yang didasarkan pada Panjang badan
dibanding umur atau tinggi badan dibanding umur. Tujuan dari penelitian adalah untuk
mendeskripsikan implementasi kebijakan penanganan stuting di Desa Oelami yang
didasarkan pada teori implementasi Ripley dan Franklin dan menggunakan metode penelitian
kualitatif. Fokus penelitian adalah kepatuhan, lancar pelaksana rutinitas fungsi dan
terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
implementasi penanganan stunting di Desa Oelami memberikan manfaat bagi pemerintah
desa, petugas kesehatan dan masyarakat untuk melakukan pencegahan penanganan stunting
pada anak yang masih dalam kandungan. penangangan stunting ini didasarkan pada regulasi
yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan
demikian pemerintah desa wajib berkolaborasi dengan petugas kesehatan untuk memberikan
keyakinan kepada masyarakat akan perlunya hidup sehat sehingga menjamin tumbuh
kembang anak karena salah satu fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pencegahan
stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak di desa oelami dapat tumbuh dan berkembang
secara optimal dan maksimal dengan disertai fisik yang siap untuk belajar.

Kata kunci: Implementasi, Stunting, Pemerintah

ABSTRACT

Stunting is a condition where a person's height is shorter than the height of other people in
general (of the same age). According to the World Organization Health, stunting is a
condition of failure to grow and develop in children due to repeated infections and lack of
nutrition in the first 1000 days of a child's life which is based on body length compared to
age or height compared to age. The aim of the research is to describe the implementation of
stuting handling policies in Oelami Village which is based on Ripley and Franklin's
implementation theory and uses qualitative research methods. The focus of the research is
compliance, smooth implementation of routine functions and the realization of the desired
performance and impact. The research results concluded that the implementation of stunting
management in Oelami Village provides benefits for the village government, health workers
and the community to prevent stunting management in children who are still in the womb.
Handling stunting is based on regulations provided by the central government to be
implemented by regional governments. Thus, the village government is obliged to
collaborate with health workers to give confidence to the community in the need for healthy
living so as to ensure children's growth and development because one of the government's
current focuses is preventing stunting. This effort aims to ensure that children in Oelami
village can grow and develop optimally and maximally while being physically ready to learn.
Keywords: Implementation, Stunting, Government
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PENDAHULUAN

Stunting adalah kondisi gagal
tumbuh pada anak balita akibat dari
kekurangan gizi kronis sehingga anak
terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan
gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan
pada masa awal setelah bayi lahir, kondisi
stunting baru terlihat setelah bayi berusia
dua tahun. Stunting menurut Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2020
tentang Penanganan Stunting  berupa
status gizi yang didasarkan pada indeks
panjang badan menurut umur (PB/U) atau
tingi badan menurut umur (TB/U) dalam
standar penelitian gizi dan anak,dengan
hasil pengukuran yang berada pada nilai
standar. Masalah gizi stunting pada balita
dapat menghambat perkembangan anak,
dengan dampak negatif yang berlansung
dengan kehidupan selanjutnya seperti
penurunan intelektual, rentan terhadap
penyakit yang tidak menular penurunan
produktivitas  hingga  menyebabkan
kemiskinan dan resiko melahirkan bayi
dengan berat lahir rendah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT) akan fokus mengatasi
persoalan kekerdilan pada anak (stunting)
dan kemiskinan. Persoalan kekerdilan
telah menjadi beban pemerintah NTT
sehingga perlu dilakukan berbagai
intervensi program guna mengatasinya
dan pengatasan kemiskinan. Persoalan
kemiskinan dan kekerdilan masih banyak
dialami warga. Stunting di NTT bukan
hanya kesehatan dan kekurangan gizi tapi
juga karena kesulitan mendapatkan akses
pelayanan kesehatan. Faktor kemiskinan,
rendahnya tingkat pendidikan pola asuh
yang salah turut menyumbang tingginya
angka prevalensi sunting di Nusa
Tenggara Timur.

Kabupaten Timor Tengah Utara
(TTU) merupakan salah satu kabupaten di
provinsi NTT yang memiliki angka
stunting tertinggi. Penyebab tidak lain
karena faktor gizi yang sangat kurang dan
masih banyak ibu-ibu yang saat hamil
kurang mendapatkan asupan gizi baik
sehingga melahirkan anak postur tubuh
yang kerdil. Bagi ibu hamil sangat
diharapkan agar mereka mendapatkan
kebutuhan gizi yang sesuai dengan
kondisi kehamilannya agar bayi yang
dilahirkan nantinya tidak menjadi
stunting. Ibu hamil harus mendapatkan
makanan tambahan suplementasi kalsium
dan tidak boleh lupa untuk melakukan
pemeriksaan kehamilan. Semua ibu
menyusui bayinya karena setiap bayi 0-6
bulan berhak atas ASI ekslusif dan
dilanjutkan hinga usia 2 tahun dengan
ditambahkan makanan pendamping ASI.

Desa Oelami merupakan salah satu
desa di Kabupaten Timor Tengah Utara
yang terdaftar sebagai desa penyumbang
angka stunting. Berdasarkan laporan Hasil
Pemantauan Status Gizi  (Stunting,
Wasing, Underweight) tahun 2022
terdapat 55 anak masuk dalam kategori
stunting di  desa Oelami atau
menyumbang 28,9% (Sumber: laporan
Hasil Pemantauan Status Gizi Kab. TTU,
2022).

Bayi penderita stunting Desa
Oelami perlu mendapatkan
pendampingan dikarenakan masyarakat
belum bisa secara mandiri. Problem
seperti ini perlu penanganan khusus dan
harus dilakukan sejak dini. Stunting tidak
dapat disembuhkan secara langsung tetapi
dilakukan secara bertahap sehingga
mampu menurunkan resiko stunting pada
generasi yang akan datang. Proses
pendampingan pemerintah kecamatan tim
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penggerak PKK dan Pemerintah Desa
Oelami, tim Kader posyandu Desa Oelami
dan pihak terkait diharapkan dapat
mengubah pola hidup masyarakat
sehingga jumlah penderita stunting di
Kecamatan Bikomi Selatan khususnya
Desa Oelami boleh turun.

Pemerintah  telah  meluncurkan
rencana aksi nasional penanganan
stunting pada tahun 2020 yang harus
menekankan pada konvergensi ditingkat
desa untuk memprioritasakan dengan
kegiatan intervensi gizi speesifik dan gizi
dan gizi sensitif dalam 1000 hari pertama
(HPK) dengan Kkontribusi penurunan
stunting pada umumya dilakukan oleh
sektor kesehatan sedangkan intervesi gizi
ditujukan melalui berbagai kegiatan
pembangunan diluar sektor kesehatan
terhadap penurunan angka stunting pada
umumnnya dilakukan oleh  sektor
kesehatan. Sedangkan intervensi gizi
sensitif ditunjukan melalui berbagai
kegiatan pembangunan diluar sektor
kesehatan terhadap penurunan angka
stunting dengan sasaran masyarakat
umum dan tidak khusus terhadap ibu
hamil dan balita pada 1000 hari pertama
kehidupan. Pencegahan dan
penanggulangan stunting membutuhkan
upaya yang bersifat saling terintegritas

Tabel 1.1
Data stunting di desa Oelami 2022
No. Kelompok | Jumlah @ Jumlah

posyandu anak ibu
stunting | hamil

1 | Oelami 15 4
2 | Beba 19 5
3 | Bioni 20 4
Total 54 13

Sumber: Data stunting Desa Oelami
2022

Dari tabel 1.1 dijelaskan bahwa
jumlah balita di kelompok posyandu
Oelami bejumla 15 anak dengan penderita
stunting dan 4 ibu hamil. Sedangkan di
kelompok posyandu Beba Jumlah 19 anak
penderita stunting dan 5 ibu hamil lebih
banyak dibandingkan dengan kelompok
posyandu  Oelami dan  kelompok
posyandu Bioni memiliki 20 anak
penderita stunting dan 4 ibu hamil,
banyak ini tentunya menjadi peringatan
besar bagi pemerintah, dinas kesehatan
maupun keluarga bayi tersebut karena
stunting di Kabupaten TTU terlebih di
Kecamatan Bikomi Selatan khususnya
desa Oelami yang menjadi objeck
penelitian penulis bukan lagi menjadi
menjadi masalah keluarga si penderita
tetapi sudah menjadi masalah bersama
yang harus di atasi dan di cegah.
TINJAUAN PUSTAKA

Van Meter dan Van Horn dalam
Agustino  (2016:128) mendefinisikan
implementasi kebijakan sebagai:
Tindakan-tindakan yang dilakukan baik
oleh individu-individu atau pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan
kebijaksanaan. Sedangkan Ripley dan
Franklin dalam Winarno (2014:148)
berpendapat bahwa implementasi adalah
apa yang terjadi setelah undang-undang
ditetapkan yang memberikan otoritas
program, kebijakan, keuntungan (benefit),
atau suatu jenis keluaran yang nyata
(tangible output). Lebih jauh menurut
mereka, implementasi mencakup banyak
macam kegiatan.

Dalam studi implementasi kebijakan
terdapat beberapa model implementasi
kebijakan publik yang dikemukakan oleh
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para ahli yang melihat variabel apa saja
yang dapat mempengaruhi kinerja
implementasi suatu kebijakan publik.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno)
menyatakan bahwa implementasi adalah
apa yang terjadi setelah undang-undang
ditetapkan yang memberikan otoritas
program, kebijakan, keuntungan (benefit),
atau suatu jenis keluaran yang nyata
(tangible output). Implementasi
mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai
aktor, Kkhususnya para birokrat yang
dimaksudkan untuk membuat program
berjalan.

Dalam  penelitian  ini,  ketiga
perspektif itu dipakai sebagai pedoman
untuk mengukur keberhasilan
implementasi program kemitraan. Hal ini
dikarenakan ketiga persepektif tersebut
tidak kontradiksi satu dengan yang lain,
bahkan mereka saling melengkapi
sehingga ketiga persepektif tersebut lebih
holistic, oleh karenanya cocok dengan
penelitian ini.

Ripley dan Fraklin (1986; 12) yang
mengedepankan 3 perspektif dipakai yang
digunakan sebagai pedoman untuk
mengukur  keberhasilan  implementasi
yakni (a) Tingkat kepatuhan. Perspektif
pertama (compliance perspective)
memahami keberhasilan implementasi
dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan
para implementor dalam melaksanakan
kebijakan yang tertuang dalam dokumen
kebijakan (dalam bentuk undang-undang,
peraturan pemerintah, atau program. (b)
Lancar pelaksanaan rutinitas fungsi.
Bahwa  keberhasilan implementasi
ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi
dan tidak adanya masalah- masalah yang
dihadapi. (c) Terwujudnya Kinerja dan
dampak  yang  impresif. Bahwa
keberhasilan suatu implementasi mengacu

dan mengarah pada
implementasi/pelaksanaan dan
dampaknya (manfaat) yang dikehendaki
dari semua program-program Yyang
dikehendaki.

Pendapat Ripley dan Franklin
diatas menunjukkan bahwa
keberhasilan suatu implementasi akan
ditentukan bagaimana tingkat
kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi
lembaga, dan hasil kebijakan yang
sesuai dengan rencana dari kebijakan
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan
penelitian ini  adalah  penelitian
deskriptif dengan didukung data
kualitatif, dimana peneliti ini berusaha
untuk mengungkapkan suatu fakta atau
realita fenomena sosial tertentu
sebagaimana adanya dan memeberikan
gambaran secara objectif tentang
keadaan atau permasalahan yang
dihadapi.Fokus dalam penelitian ini
adalah  Implementasi  penanganan
stunting teori Ripley dan Fraklin
(1986; 12) yang mengedepankan 3
aspek yakni (a)Tingkat kepatuhan; (b)
Lancar pelaksanaan rutinitas fungsi;
(c)Terwujudnya kinerja dan dampak
yang impresif. Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan  Huberman
(1992:16) analisis terdiri dari tiga alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan
yaitu, redukasi, penyajian data,
penarikan  kesimpulan.  Mengenai
ketiga alur tersebut secara lengkapnya
adalah sebagai berikut (a) Redukasi
data (b) Penyajian data (c) Penarikan
kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep implementasi semakin

marak dibicarakan seiring dengan
banyaknya pakar yang memberikan
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kontribusi pemikiran tentang
implementasi kebijakan sebagai salah
satu tahap dari proses kebijakan. Wahab
dan beberapa penulis menempatkan
tahap implementasi kebijakan pada
posisi yang berbeda, namun pada
prinsipnya setiap kebijakan publik selalu
ditindaklanjuti dengan implementasi

kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya lahir
sebagai  Solusi terhadap berbagai
permasalahan yang terjadi dalam
kelompok Masyarakat. Stunting menjadi
masalah yang sangat fenomenal
sehingga  membutuhkan  perhatian
khusus dari  berbagai pemangku
kepentingan dalam usaha menekan laju

pertumbuhannya.

Kejadian stunting di Kabupaten
Timor Tengah Utara perlu mendapat
perhatian khusus, karena Kabupaten
TTU sendiri menempati posisi kedua
dengan prevalensi tertinggi setelah

Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar
patuh yang berarti taat, suka menurut
perintah.  Kepatuhan  (Obedience)
adalah suatu tindakan, perbuatan atau
perubahan sikap dan tingkah laku
seseorang untuk menerima, mematuhi,
dan mengikuti permintaan atau perintah
orang lain dengan penuh kesadaran.
Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk
apapun selama individu menunjukkan
sikap dan tingkah laku taat terhadap
sesuatu atas seseorang misalnya
kepatuhan terhadap aturan. Kepatuhan
merupakan suatu kondisi yang tercipta
dan Dberbentuk melalui proses dari
serangkaian perilaku yang
menunujukkan nilai-nilai kepatuhan,
seperti: kesetiaan, keteraturan dan

keterbitan. Kepatuhan berhubungan
dengan prestise seseorang dimata orang
lain. Selain itu kepatuhan juga berkaitan
dengan power terhadap penegakkan
peraturan. Dimana peraturan adalah
sesuatu yang mengandung kata-kata
perintah dan larangan, serta apa yang
harus dilakukan dan apa yang tidak
boleh dilakukan, serta tidak sedikit pun
yang mengandung paksaan. Menurut
Rahwati (2015), kepatuhan adalah sikap
disiplin atau perilaku taat terhadap
suatu perintah maupun aturan yang
ditetapkan, dengan penuh kesadaran.
Dari  definisi diatas apabila
dihubungkan dengan hasil penelitian
maka, kepatuhan yang dilakukan oleh
pemeritah desa dengan petugas
kesehatan terhadap masyarakat di Desa
Oelami Kecamatan Bikomi Selatan
Kabupaten Timor Tengan Kepatuhan
atau aturan dalam hal ini atasan
(pemerintah desa) memberikan perintah
kepada masyarakat untuk bekerjasama
mencegah stunting yang saat ini terjadi
di Desa Oelami. Kepatuhan yang
dilakukan oleh pemerintah desa dengan
petugas kesehatan adalah
mensosialisasikan kepada masyarakat
tentang budaya hidup sehat dan
memberikan  pengenalan  stunting
kepada masyarakat, stunting dalam hal
ini  stunting pada anak adalah
perawakan pendek yang merupakan
gangguan pertumbuhan yang sebagian
besar disebabkan karena masalah
nutrisi. Secara sederhana stunting dapat
dikatakan sebagai pengerdilan. Hal ini
merujuk  kepada  kondisi  gagal
pertumbuhan  pada anak vyang
menyebabkan mereka tidak memiliki
tubuh proposional sebagai mestinya.
Pada umumnya stunting terjadi pada
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balita berusia 1-3 tahun. Pada rentang
usia tersebut, ibu sudah bisa melihat
apakah si kecil terkena stunting atau
tidak. Meski baru dikenali setelah lahir,
ternyata stunting berlangsung sejak si
kecil masih berada di dalam kandungan
setelah mengetahui stunting pada anak,
penting bagi ibu untuk melakukan cara
mencegah stunting pada anak. 1000 hari
pertama kehidupan (HPK) sang anak
memegang peranan penting dalam
menentukan  perkembangan  anak
selanjutnya, seribu hari pertama ini
dihitung semenjak janin hingga anak
berusia 2 tahun. serta petugas kesehatan
memberikan solusi pencegahan dalam
hal ini: selama hamil, ibu memang
harus makan lebih banyak sekaligus
lebih bergizi supaya janin dalam
kandungan turut mendapatkan nutrisi
untuk tumbuh kembangnya, rutin
melakukan control kandungan kebidan
atau  dokter  kandungan  untuk
mengetahui tumbuh kembang janin,
mengonsumsi  suplemen  penambah
darah dan asam folat, memberikan ASI
ekklusif selama 6 bulan kepada bayi,
dan memberikan susu pertumbuhan
untuk anak.

Lancar pelaksanaan rutinitas fungsi

Keberhasilan implementasi
menurut Ripley dan Franklin dapat
dilihat dari aspek kelancaraan rutinitas
dan terdapat hambatan atau masalah
yang muncul. Implementasi berhasil
dilaksankaan ketika seluruh kegiataan
atau rutinitas berjalan dengan lancar.
Dengan  kelancaraan  pelaksanaan
implementasi kebijkaan dapat
menentukan arah yang benar sehingga
pelaksanaan dapat berjalan sesuai
koridor sehingga hasil yang dicapai
sesuai perencanaan. Kelancaraan dapat

juga diartikan sebagai hal yang tidak
tersendat-sendat, aktivitas yang lancar
maka mendapatkan pengertian yang
positif karena dengan kelancaraan maka
bermuara pada tujuan yang hendak
dicapai.

Dari  definisi diatas apabila
dihubungkan dengan hasil penelitian
maka, lancar pelaksanaan kegiataan
rutinitas fungsi berkaitan dengan peran
dan fungsi pemerintah desa, perangkat
desa, dan petugas kesehatan berusaha
melakukan pencegahan penanganan
stunting di Desa Oelami. Peran dan
fungsi ini sudah berjalan sesuai yang
dharapkan oleh masyarakat akan tetapi
Salah satu kendala dalam penanganan
stunting di desa Oelami adalah
minimnya anggaran. Saat ini pemeri
ntah desa menggunakan dana anggaran
dana desa (ADD) atau swadaya dari
anggota-anggota atau para kader—kader
dalam proses penanganan stunting.
Karena belum ada kode desa maka
pencairan dana pun terhambat. Setalah
berjalannya program stunting tersebut
dana untuk program stunting hanya 10
juta dari dana anggaran dana desa. Ada
54 anak balita yang termasuk dalam
program stunting tersebut dan dihitung
perorang  mendapatkan  Rp.15.000
perhari dan dana tersebut juga tidak
cukup sehingga petugas kesehatan juga
turut membantu. Seharusnya program
stunting ini berjalan setiap hari hanya
karena kurangnya anggaran dana desa,
kurangnya partisipasi dari orang tua,
maka jadwalnya diubah menjadi setiap
bulan dan diadakan pada saat posyandu.

Terwujudnya kinerja dan dampak
yang dikehendaki

Kinerja berkaitan dengan prestasi
yang telah dihasilakan dengan sesuai
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standar yang ada atau yang telah
ditetapkan, dan telah memberikan
kepuasaan kepada pihak yang terlibat.
Adanya kinerja dan dampak yang baik
merupakan wujud keberhasilan
implementasi kebijakan. keberhasilan
kebijakan atau program juga dikaji
berdasarkan persepektif proses
implementasi dan perspektif hasil.
Perspektif proses, program pemerintah
dikatakan berhasil jika pelaksanaan
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat
program yang mencakup antara lain
pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok
sasaran dan manfaat program. Perspektif
hasil program dapat dinilai berhasil
ketika program dapat membawa dampak
seperti yang diinginkan. Suatu program
mungkin saja berhasil dilihat dari sudut
proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau
dari dampak yang dihasilkan atau

sebaliknya.

Dari  definisi  diatas  dapat
dihubungkan dengan hasil penelitian
yang terjadi di Desa Oelami berkaitan
dengan pencegahan penanganan
stunting ini sudah terwujudkan dengan
cara mensosialisasikan dengan
pendekatan dengan orang tua dan
mengadakan ~ pemberian  makanan
tambahan (PMT) serta bekerjasama
dengan lintas sector desa, RT, dan kader-
kader. Meskipun kurangnya minim
pemahaman atau pengetahuan tentang
masalah stunting yang saat ini terjadi
akan tetapi pemerintah desa dan petugas
kesehatan bersedia dan berusaha untuk
memberikan kesadaran kepada
masyarakat tentang masalah stunting ini
dengan cara memberikan makanan

tambahan, hidup dan pola sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti mengenai
Implementasi penanganan stunting di
Desa Oelami Kecamatan Bikomi
Selatan Kabupaten Timor Tengah
Utara, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut: (a) Kepatuhan. Kepatuhan
merupakan suatu kondisi yang tercipta
dan Dberbentuk melalui proses dari
serangkaian perilaku yang
menunjukkan nilai-nilai  kepatuhan,
Keteraturan yang diberikan dari
pemerintah pemerintah pusat kepada
kepada pemerintah daerah untuk
menjalankan dan melaksanakan aturan
tersebut. (b) Lancar pelaksana rutinitas
fungsi. Keberhasilan  Implementasi
berhasil dilaksankaan ketika seluruh
kegiataan atau rutinitas berjalan dengan
lancar. Dengan demikian lancar
rutinitas fungsi yang terjadi di Desa
Oelami merupakan peran dan fungsi
yang dijalankan oleh pemerintah desa
dan petugas kesehatan untuk mencegah
terjadinya penanganan stunting di Desa
Oelami. (c) Terwujudnya kinerja dan
dampak yang dikehendaki. Kinerja
berkaitan dengan prestasi yang telah
dihasilkan dengan sesuai standar yang
ada atau yang telah ditetapkan, dan
telah memberikan kepuasaan kepada
pihak yang terlibat. Peran pemerintah
desa, perangkat desa, dan petugas
kesehatan yang diberikan kepada
masyarakat tentang dampak yang
dirasakan oleh masyarakat di desa
oelami berkaitan dengan pencegahan
penanganan stunting adalah
meningkatkan pengetahuan namun
masih perlu adanya pendampingan
lebih lanjut Dari petugas kesehatan dan
juga komitmen bersama mengingat
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perubahan yang dihasilkan tidak terlalu
signifikan.
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